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Penelitian ini di latarbelakangi dengan diciptakannya layanan Dupatari (Dukcapil
Pengadilan Agama Tanpa Ribet) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana tidak
semua Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai inovasi sejenis. Mengingat pentingnya
pembaharuan status identitas kependudukan pada KTP-el dan Kartu Keluarga untuk
memberikan kepastian hukum atas keabsahan identitas individu, layanan Dupatari hadir
untuk mempermudah masyarakat dalam proses mendapatkan identitas kependudukan baru
pasca cerai tanpa harus membawa Kartu Keluarga asli di Pengadilan Agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana layanan pengubahan
status kependudukan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 2)
Bagaimana layanan pengubahan status kependudukan pasca perceraian ditinjau dari
Maslahah Mursalah? 3) Bagaimana layanan pengubahan status kependudukan pasca
perceraian ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat serta Biaya Ringan?. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui layanan pengubahan status kependudukan pasca
perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 2) Untuk mengetahui layanan
pengubahan status kependudukan pasca perceraian ditinjau dari Maslahah Mursalah. 3)
Untuk mengetahui layanan pengubahan status kependudukan pasca perceraian ditinjau dari
Asas Sederhana, Cepat, serta Biaya Ringan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa
observasi, wawancara dan dokumetasi, dengan teknik analisis data berupa kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, teknik pengecekan keabsahan data
yang digunakan yaitu teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Layanan pengubahan status
kependudukan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kab. Malang dikenal dengan nama
layanan Dupatari (Dukcapil Pengadilan Agama Tanpa Ribet). Layanan ini diciptakan pada
tahun 2020 yang di latar belakangi karena adanya keresahan masyarakat yang kesulitan
untuk mengubah status kependudukan pasca cerai. Layanan ini bermanfaat untuk
mempermudah para pihak dalam memperbaharui status kependudukan pasca cerai. 2)
Ditinjau dari maslahah mursalah, layanan pengubahan status kependudukan di Pengadilan
Agama Kab.Malang termasuk kedalam maslahah mursalah karena telah memenuhi syarat-
syaratnya. Syarat pertama, layanan ini memberikan kemudahan dalam pembaharuan status
kependudukan pasca perceraian. Kedua, layanan ini memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat umum, bukan individu. Ketiga, layanan ini tidak bertentangan dengan nash Al-
gur’an dan hadist. 3) Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, serta Biaya Ringan, layanan
pengubahan status kependudukan di Pengadilan Agama Kab.Malang sejalan dengan asas
tersebut. Asas sederhana diterapkan pada persyaratan dan prosedur yang mudah dilengkapi.
Asas Cepat dibuktikan dengan cepatnya proses perubahan status kependudukan. Asas biaya
ringan dibuktikan dengan tidak adanya biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.
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This research was motivated by the creation of the Dupatari service (Religious Court
Dukcapil Without Hassle) by the Malang Regency Religious Court, where not all Religious
Courts in Indonesia have similar innovations. Considering the importance of updating the
status of residence identity on e-KTPs and Family Cards to provide legal certainty
regarding the validity of individual identities, the Dupatari service is here to make it easier
for people in the process of obtaining a new residence identity after divorce without having
to bring the original Family Card to the Religious Court.

The formulation of the problem in this research is: 1) What is the post-divorce post-
divorce change of residence status service at the Malang Regency Religious Court? 2) How
is the post-divorce post-divorce change of residence status service reviewed by Maslahah
Murlah? 3) How is the post-divorce change of residence status service viewed from the
principle of simplicity, speed and low cost? The objectives of this research are: 1) To find
out post-divorce residence status change services at the Malang Regency Religious Court.
2) To find out about post-divorce post-divorce change of residence status services in terms
of Maslahah Murlah. 3) To find out about post-divorce residence status change services
based on the principles of simplicity, speed and low costs.

The research method used is descriptive qualitative with field research type. The data
collection techniques for this research are in the form of observation, interviews and
documentation, with data analysis techniques in the form of data condensation, data
presentation and drawing conclusions. Apart from that, the data validity checking technique
used is the triangulation technique.

The results of this research show that: 1) Post-divorce residence status change
services at the District Religious Court. Malang is known for its Dupatari service (Religious
Court Dukcapil Without Hassle). This service was created in 2020 due to public unrest
regarding the difficulty of changing their residence status after divorce. This service is
useful for making it easier for parties to update their residence status after divorce. 2)
Judging from the maslahah murlahah, the service for changing residency status at the
Malang Regency Religious Court is included in the maslahah murlahah because it has
fulfilled the requirements. The first condition is that this service makes it easy to update
your residence status after divorce. Second, this service provides benefits to the general
public, not individuals. Third, this service does not conflict with the texts of the Koran and
hadith. 3) Judging from the principles of simplicity, speed and low costs, the service for
changing residency status at the Malang Regency Religious Court is in line with these
principles. The simple principle is applied to requirements and procedures that are easy to
complete. The Fast Principle is proven by the fast process of changing population status.
The principle of low cost is proven by the absence of costs incurred by the parties.
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